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(offiine), sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 

Elektronik Nomor 69/PAN.MK/e-AP3/ 12/2024 (e-AP3) [Bukti P-10] . 

4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukadajuncto Pasal 15

ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada 

Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan 

melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi . 

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 

(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offiine),

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh

Pemohon atau kuasa hukum .

(2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online),

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3

kepada Pemohon atau kuasa hukum .

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan fakta bahwa 

Pemohon telah ajukan Permohonan awal pada hari Jum'at tanggal 6 

Desember 2024 [vide Bukti P-10], maka Pemohon memiliki hak 

untuk memperbaiki Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja sejak hari 

Jum'at tanggal 5 Desember 2024, yakni hingga hari Selasa tanggal 10 

Desember 2024 . 

5. Bahwa Perbaikan Permohonan ini diajukan oleh Pemohon pada hari

Selasa tanggal 10 Desember 2024 .

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Perbaikan Permohonan

Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang

waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan .

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; 

Halaman 5 dari 39 





• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam) suara. Oleh karena 

itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan 

calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 44.626 

suara = 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) suara . 

6. Bahwa melihat Objek Permohonan [vide Bukti P-1], Pemohon

memperoleh suara sebanyak 19.166 (sembilan belas ribu seratus

enam puluh enam) suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

(peraih suara terbanyak) memperoleh 21.863 (dua puluh satu ribu

delapan ratus enam puluh tiga) suara. Sehingga selisih perolehan

suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 terdapat

selisih sejumlah 2.697 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh)

suara. Selengkapnya, rekapitulasi penghitungan suara pada

Pemilukada Morotai menurut Termohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilukada Pulau Morota versi Termohon dalam

Objek Permohonan 

No. N ama Pasangan Calon Jumlah 

Urut 

1 
Deny Garuda -

19.166 
Muhammad Qubais Baba 

2 
Syamsuddin Banjo -

Judi Robert Efendis Dadana 
3.597 

3 
Rusli Sibua -

21.863 
Rio Christian Pawane 

Total Suara Sah 44.626 

Total Suara Tidak Sah 449 

Total Suara Sah dan Tidak Sah 45.075 

7. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan

suara Pemilukada Morotai yang ditetapkan Termohon di atas tidaklah

tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon

dan Termohon. Adapun perolehan suara Pemilukada Morotai

menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilukada Morotai versi Permohon 

No. 
Jumlah 

Urut 
N ama Pasangan Cal on 

1 
Deny Garuda -

19.166 
Muhammad Qubais Baba 

2 
Syamsuddin Banjo -

Judi Robert Efendis Dadana 
3.597 

3 Rusli Sibua- 17.806 
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I Rio Christian Pawane 

Total Suara Sah 40.569 

Total Suara Tidak Sah 4.506 

Total Suara Sah dan Tidak Sah 45.075 

Berdasarkan tabel penghitungan suara di atas, Pemohon seharusnya 

menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Morotai. 

Penjelasan detail perolehan suara Pemohon tersebut, akan 

diterangkan lebih lanjut dan lengkap dalam Pokok Permohonan . 

Adapun hitungan Pemohon di atas, didukung sejumlah C.Hasil­

Salinan KWK Bupati yang akan dilampirkan sebagai bukti dan 

dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, jika diperlukan . 

8. Bahwa kalaupun, quad non, selisih perolehan suara antara Pemohon

dengan pasangan calon nomor urut 3 peraih suara terbanyak, Rusli

Sibua dan Rio Christian Pawane (Pasion 3), versi Termohon melebihi

ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a

UU Pemilukada, maka perlu Pemohon tegaskan selisih tersebut

terjadi karena terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan secara

terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 3 di antaranya

keberpihakan Termohon terhadap Paslon 3, praktik politik uang

(money politics), tidak terpenuhinya syarat pencalonan Paslon 3, dan

dugaan pelanggaran Pemilukada lainnya yang akan Pemohon

jelaskan secara lebih lengkap pada Pokok Permohonan .

9. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi tidak menerima penghitungan

perolehan suara versi Pemohon, penting untuk Pemohon sampaikan,

dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pernah

menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU

Pemilukada secara kasuistis, sehingga Mahkamah Konstitusi

memutuskan untuk masuk ke dalam pokok permohonan meskipun

selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara

terbanyak dengan pasangan calon lainnya melampaui "am bang batas"

tersebut, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai

berikut:

a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;

c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;

d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;

e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021;

dan

f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
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10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah sebagai penjaga

konstitusi (the guardian of the constitution) mampu secara progresif

memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional

yang serius dalam penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD­

XXII/2024 

" . . . . .  dalam memutus perseiisihan hasii pemilihan umum termasuk 

perkara a quo Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk 

pada prinsip-prinsip konsititusi yang menjadi landasan 

hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan umum" (vide him. 12 1 ) . 

"Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, 

Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara 

termasuk bila terdapat kondisi spesifi,k yang belum 

diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun 

aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan 

dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah . . . . .  "

(vide him. 122) . 

". . . . .  oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi 

yang bersifat spesi(i.k berupa tidak ditetapkannya Pemohon 

sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakiian Daerah daiam 

Pemilihcm Umum Anggota Dewan Perwakiian Daerah Tahun 2024 

Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 

persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai 

caion anggota DPD yang ditetapkan oieh Termohon dari 

sebeiumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat 

sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan 

pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga 

menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang 

berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu." (vide hlm. 

128-129) .

11. Bahwa pun dalam 

Gubernur, Bupati, 

penyelesaian perselisihan 

Walikota pada pemilihan 

hasil pemilihan

tahun 2020,

pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama­

sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain,

ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (legal standing)

pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilukada
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kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara sengketa hasil pemilihan umum, tentunya tidak 

akan ada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 

sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 85/ PUU-XX/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

Pemilukada adalah rezim dari pemilihan umum yang oleh karenanya 

dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta Pemilihan 

Anggota Legislatif. 

3. Bahwa judicial activism bukanlah suatu ha! yang baru dilakukan oleh

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam Putusan

Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi

membangun sebuah logika hukum dan menyatakan bahwa hegemoni

kekuasaan yang tidak terawasi dalam proses pemilihan umum dapat

menghasilkan pemilihan umum yang penuh kecurangan dan

karenanya perlu untuk diulang. Dalam pertimbangan Putusan a quo,

Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak 

mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru 

mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum 

pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat 

pelanggaran pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil 

penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus 

dinilai untuk menegakkan keadilan ... menimbang bahwa, 

Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten 

Konawe Selatan diwamai dengan pelanggaran-pelanggaran yang 

cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan 

suara ulang. Hal ini disebabkan memandang penyelenggaraan 

Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan diwamai dengan 

pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang 

diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan 

karena pelanggaran pelanggaran yang dapat dibuktikan di 

hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, 

terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama 

pencoblosan. Penyelenggara Pemilukada maupun institusi-institusi 

terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya dengan 

sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran 

dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat Jormalistik 

belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya 

apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih 

jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum 
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Darame 4 204 

Wawama 1 318 

Wawama 2 366 

Wawama 3 416 

Pandanga 1 412 

Pandangan 2 341 

Juanga 1 333 

Juanga 2 333 

Totodoku 1 336 

Totodoku 2 272 

Momojiu 1 425 

Sabatai Baru 1 284 

Sabatai Baru 2 260 

Sabatai Tua 1 259 

Sabatai Tua 2 331 

Daeo 1 453 

Daeo 2 437 

Dehegila 1 458 

Dehegila 2 61 

Pilowo 1 428 

Galo-Galo 1 315 

Koloray 1 387 

Yayasan 1 353 

Yayasan 2 235 

Joubela 1 300 

Joubela 2 236 

Aha 1 236 

Muhajirin 1 219 

Muhajirin 2 273 

Muhajirin 3 236 

Mandiri 1 197 

Falila 1 194 

Sabala 1 294 

Daeo Majiko 1 324 

Daeo Majiko 2 423 

Morodadi 1 269 

Morodadi 2 254 

Nakamura 1 393 

Jumlah Keseluruhan 

404 200 -

333 15 1 

371 5 3 

426 10 1 

425 13 10 

346 5 -

339 6 -

339 6 -

335 1 -

272 - -

425 - 2 

284 - 3 

263 3 -

256 3 -

342 1 1 4 

443 10 5 

437 - 1 

458 - 7 

57 4 1 

452 24 36 

391 2 1 1 

389 1 5 

353 - -

235 - -

303 3 1 

228 8 3 

228 8 3 

223 4 -

281 8 -

248 12 -

194 3 6 

194 - 9 

292 2 36 

322 - 6 

354 69 -

270 1 2 

253 1 2 

391 2 1 1 

1.590 2.467 
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6. Bahwa tabel di atas menunjukkan perbedaan antara Daftar Hadir

dengan suara yang masuk dalam tiap-tiap Tempat Pemungutan

Suara (TPS) di masing-masing kecamatan sebagaimana termuat

dalam D.Hasil [vide Bukti P-12 s.d. Bukti P-17]. Jumlah

keseluruhan selisih suara tersebut adalah 1.590 (seribu lima ratus

sembilan puluh) suara, sedangkan jumlah surat suara yang tidak

ditanda tangani adalah 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh

tujuh) suara. Sehingga, keseluruhan jika dijumlahkan antara selisih

antara daftar hadir dan suara dan surat suara yang tidak

ditandatangani adalah 4.057 (empat ribu lima puluh tujuh) suara .

7. Bahwa Pemohon menduga selisih suara terse but terjadi atas praktik

curang penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon,

sehingga sudah selayaknya suara dari Paslon 3 dikurangi sehingga

perolehan suara Pemilukada Morotai Tahun 2024 menjadi sebagai

berikut:

No 
N ama Pasangan Cal on Jumlah 

Urut 

1 
Deny Garuda -

19.166 
Muhammad Qubais Baba 

2 
Syamsuddin Banjo -

3.597 
Judi Robert Efendis Dadana 

3 
Rusli Sibua-

17.806 
Rio Christian Pawane 

Total Suara Sah 40.569 

Total Suara Tidak Sah 4.506 

Total Suara Sah dan Tidak Sah 45.075 

8. Bahwa selisih antara Daftar Hadir dengan suara dan surat suara

yang tidak ditandatangani tersebut sejatinya merupakan kesalahan

fatal yang dilakukan atau dibiarkan oleh Termohon. Sehingga,

untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilukada yang benar-benar

bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan

dalam penggunaan data-data, khususnya data kependudukan yang

memungkinkan adanya manipulasi data, maka, semestinya Objek

Permohonan harus dinyatakan batal dan dilakukan pemungutan

suara ulang, sebagaimana pernah terjadi pada Pemilukada

Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang dimuat dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 84 /PHP.BUP-XIX/2021. Dalam

pertimbangan hukum halaman 222-223, Mahkamah menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 

di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan Pilkada yang benar-benar bersih dan 
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transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam 

penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya 

manipulasi data yang pada akhimya mengancam perlindungan 

hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire sehingga pada 

gilirannya dapat dihasilkan pemimpin pemimpin yang memang 

secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati 

nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 

2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid adalah 

penyelenggaraan Pilkada yang tidak sah, dan oleh karenanya 

hasil perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 

54/ PL. 02. 6-Kpt/ 9104/ KPU. Kab/ XIII 2020 ten tang Penetapan 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, 

bertanggal 1 7 Desember 2020, harus dinyatakan batal . 

Menimbang bahwa oleh karena hasil Pilkada Kabupaten Nabire 

Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/ PL. 02. 6-

Kpt/ 9104/ KPU.Kab/ XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 

2020 dinyatakan batal, maka Mahkamah memerintahkan untuk 

dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pilkada di Kabupaten 

Nabire dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dalam 

penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dengan memedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam 

Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara" 

9. Bahwa mendasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan di atas,

maka sangat layak Mahkamah Konstitusi menyatakan batal atau

tidak sah Objek Permohonan dan memerintahkan Termohon untuk

melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di tempat­

tempat yang Pemohon uraikan di atas .

10. Bahwa selain terjadinya selisih suara antara Daftar Hadir dan

Suara pada C.Hasil di banyak TPS tersebut di atas, nyatanya masih

banyak pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Morotai Tahun

2024, yang akan Pemohon uraikan pada paragraf selanjutnya

Perbaikan Permohonan ini .
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Persatuan Pembangunan, dimana status pekerjaan Rusli Sibua 

sudah beralih dari PNS menjadi Wiraswasta, sebagaimana Surat 

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan 

Nomor: 3539/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai [Bukti P-20) . 

6. Bahwa dugaan Pemohon terkait pemalsuan status pekerjaan oleh

Rusli Sibua, Calon Bupati Pulau Morotai Nomor Urut 3 tersebut

diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK) Nomor: SKCK/YANMIN/2463/VIII/2024/SAT INTELKAM

yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2024 [Bukti P-21), beberapa

hari sebelum dikeluarkannya KTP baru tanggal 19 Agustus 2024).

Anehnya, dalam SKCK tersebut, status pekerjaan Rusli Sibua telah

menjadi Wiraswasta, meskipun dalam KTPnya masih berstatus PNS .

7. Bahwa merujuk pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 74 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Perubahan Elemen Data

Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Permendagri

74/2015), perubahan data harus dilakukan dengan beberapa

syarat, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 Permendagri 74/2015 

Perubahan elemen data pekerjaan dilakukan dengan cara: 

a. Melampirkan surat keterangan dari instansi, lembaga dan

perusahaan;

b. Pencatatan perubahan elemen data pekerjaan melalui SIAK;

c. Perubahan elemen data pekerjaan pada biodata penduduk

sebagai dasar penerbitan KTP el yang baru .

Faktanya, Rusli Sibua tidak melakukan hal-hal tersebut di atas 

pada saat melakukan proses perubahan data kependudukan . 

8. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan

Laporan ke Kepolisian Resor Pulau Morotai (Polres Morotai) terkait

dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan Terlapor atas

nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pulau Morotai (Disdukcapil Morotai), sebagaimana Surat Polres

Morotai Nomor: B / 151 / X/2024 / Reskrim tanggal 10 Oktober 2024

perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan

[Bukti P-22] .

9. Bahwa setelah itu, mengingat telah selesainya dilaksanakan

Pemilukada Morotai Tahun 2024, Pemohon melalui kuasa

hukumnya kembali mengajukan Laporan dugaan tindak pidana
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diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) 

Nomor SPDP/05/I/2024/DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA 

tanggal 15 Januari 2024 [Bukti P-36] . 

18. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan hal-hal yang

telah Pemohon uraikan di atas, maka telah jelas dan terang

benderang Rusli Sibua semestinya dinyatakan tidak memenuhi

syarat untuk menjadi Calon Bupati nomor urut 3 pada Pemilukada

Morotai Tahun 2024 dan tindakan Termohon yang meloloskan atau

membiarkan ha] ini terjadi harus dikoreksi. Sehingga, sudah

selayaknya Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan Rusli

Sibua sebagai Calon Bupati nomor urut 3 pada Pemilukada Morotai

Tahun 2024 .

19. Bahwa mohon menjadi perhatikan Yang Mulia, atas pelanggaran

Termohon dalam argumentasi huruf D.2, D.3, dan D.4, Pemohon

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk

mempertimbangkan membatalkan Pasion 3 sebagai pasangan

calon, bukan hanya salah satu pasangan calon, in casu Rusli Sibua

sebagai Calon Bupati dengan nomor urut 3 pada Pemilukada

Morotai Tahun 2024. Pemohon mendasarkan hal tersebut pada

yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

135 / PHP.BUP-XIX/2021 yang berkaitan dengan identitas calon

kepala daerah. Dalam halaman 171 Putusan a quo, Mahkamah

Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status 

kewarganegaraan demikian terhadap legalitas/ keabsahan 

Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi 

pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, 

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut; Syarat untuk 

mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain 

dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai 

berikut: ( 1) Setiap warga negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan 

sebagai Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur, Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota ... 

. . .  Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orient Patriot 

Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan 

sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun 

Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya 
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merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua 

Nomor: 152/ HK. 03.1-Kpt/ 5320/ KPU- Kab/ IX/ 2020 tentang 

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang 

Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 

2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi 

gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian 

membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor 

Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum" 

Berdasarkan Putusan di atas, jelas meskipun yang tidak memenuhi 

syarat administratif adalah salah satu calon, namun konsekuensi 

pembatalannya juga berlaku bagi pasangannya, sehingga kedua 

calon tersebut (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) harus 

didiskualifikasi 
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E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau

Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, yang

diumumkan pada hari yang ditetapkan pada Rabu tanggal 04

Desember 2024, pukul 00: 15 WIT sepanjang untuk perolehan suara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua dan Rio

Christian Pawane;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli

Sibua dan Rio Christian Pawane sebagai Peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau

Morotai Tahun 2024, yang diumumkan pada hari yang ditetapkan

pada Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00: 15 WIT, sebagai

berikut:

No. N ama Pasangan Calon Jumlah 

Urut 

1 
Deny Garuda -

19.166 
Muhammad Qubais Baba 

2 
Syamsuddin Banjo -

3.597 
Judi Robert Efendis Dadana 

3 
Rusli Sibua-

DISKUALIFIKASI 
Rio Christian Pawane 

Total Suara Sah 22.763 

Total Suara Tidak Sah 22.312 

Total Suara Sah dan Tidak Sah 45.075 

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau

Morotai untuk melaksanakan putusan ini .

ATAU 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
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